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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apaltelah
sampai pada batas akhir kehidupan dengan datarkgnyatian, maka urusan
keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kemapiada satu sisi memang
telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meinggrsebut, namun di
sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan damipagi orang-orang yang
ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adgembagian harta
peninggalan orang yang meninggal di kalangan kegtuatau sering disebut
dengan pembagian harta warisan.

Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta waris@nupakan
salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmubdahads secara khusus
dalam figh mawari$.Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegaladérya
sengketa antar anggota keluarga terkait dengam Ip@minggalan anggota

keluarga yang telah mati.

! Secara bahasa, Warisan atau kewarisan yang sugfalep dalam bahasa Indonesia
merupakan kata yang diambil dari bahasa Aidb < » — <, yang artinya mewarisi. Lihat dalam
Ahmad Warson al-MunawirKamus al-Munawir Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir,
1984, him. 1655. Sedangkan menurut Suhrawardi svieiasal dari bahasa Arab yakwiatits’
yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kek&edangkan secara istilah, makna waris
kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhllk menerima pusaka dari harta yang
ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang jutemil dengan istilah ahli waris. Lihat dalam
Suhrawardi K. Lubis dan Komis $ukum Waris Islam (Lengkap dan Praktidpkarta: Sinar
Grafika, 2004, him. 52.

2 Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Ahmad AzBasyir, Hukum Waris Islam
Yogyakarta: Ull Press, 2001, him. 3.
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Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait denganisvaangat luas.
Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak marerwaris, bagian-
bagian atau jumlah besaran waris, dan masih batagikseperti tentang
penambahan atau pengurangan bagian waris. Orarg berhak menerima
waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalaya golongan yaknizul
faraidh, dzul garabatmawali®

Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Rofig, adaatigal yang
menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:
1. Al-garabahatau pertalian darah
2. Al-musaharahatau hubungan perkawinan
3. Al-wala’ atau memerdekakan hamba sahaya

Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:
1. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannyai airang

yang mewariskan hartanyaSyaratnya,al-muwarris benar-benar telah

% Dzul faraidh adalah ahli waris yang mendapat bagian warisaerter dalam keadaan
tertentu puladzul garabatadalah ahli waris yang menerima warisan dengaimbagang tidak
tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahlisyemng menerima sisejawaliadalah ahli waris
pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli wang seharusnya mendapat warisan hamun
karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidekdapatkan warisan dan digantikan oleh
kelompok ahli warigmawali. Penjelasan mengenai penggolongan ahli waris dalisatddalam
Sajuti Thalib,Hukum Kewarisan Islam di Indonesi#akarta: Sinar Grafika, 2002, him. 72-81.

* Pada masa awal perkembangan Islam, ada empat seliradp mewarisi yakni pertalian
darah, janji setia, pengangkatan anak, dan perssamantara Anshar dan Muhajirin. Namun pada
perkembangan berikutnya, hanya sebab pertama yasith rdipertahankan dalam ajaran Islam
sedangkan ketiga sebab lainnya ditiadakan dan tligemgan sebab ikatan perkawinan dan
membebaskan hamba sahaya. Mengenai penjelasangesgbab mewarisi dalam Islam dapat
dilihat dalam A. Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, him.
398-402.

*Ahmad Rofig,Figh Mawaris Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2008, BB-30

®zakiah Daradjatlimu Figh, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlh¥



meninggal dunia, apakah meninggal secara hakikgraeyuridis lfukm)
atau secartaqdiri berdasarkan perkiradn.

2. Al-Waris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang diakan
mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubutagah, hubungan
sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat mieka&an hamba
sahayd. Syaratnya, pada saat meninggalayenuwarris ahli waris benar-
benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam penyenii@dalah, bayi
yang masih berada dalam kandungakh@mli). Meskipun masih berupa
janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gana(kontraksi) atau cara
lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak meri#fapawarisan. Untuk
itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenasaat paling sedikit
(batas minimal) dan atau paling lama (batas maksinsaa kandungan. Ini
dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janiseliat akan
dinasabkan.

3. Al-Maurusataual-miras yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi

biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, danspeian wasiat.

Dari syarat rukun di atas, khususnya yang berhudnundengan
kewarisan anak dalam kandungan telah disebutkguigrerbedaan pendapat
di kalangan ulama mengenai batasan usia kandurnmargertian keadaan
kelahiran bayi, dan batasan pembagian jumlah warisatuk si janin.

Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumilama sepakat

’Ahmad Azhar Basyirp. cit him. 20-21
83ayyid SabigFigh al-SunnahKairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.
® Muslich Maruzi,Pokok-pokok [Imu WarjsSemarang: Mujahidin, 1981, him. 11-12



memberikan batasan usia minimal kandungan yangusahk dinasabkan
kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal imindiarkan pada dua firman
Allah yakni Q.S. al-Ahnaf ayat 15 yang menjelaskzahwa batas masa
kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan serta Q.&mhn yang
menjelaskan tentang batas masa menyusui yakni atum tatau 24 bulan.
Selisih masa kehamilan dan menyusui dari keduaafirtersebut adalah enam
bulan. Oleh sebab itu, para jumhur ulama kemudipalsat untuk menjadikan
batasan minimal usia janin yang dapat dianggapgsel@ak yang sah dan
dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam kalm #andungan dari
perkawinan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh isgbagama mazhab
Hambali yang menyatakan bahwa batas usia kanduhgams sembilan
bulan!®

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisany \dapat
diterima janin dalam kandungan, juga terdakfatafiyah di kalangan para
ulama mazhab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwailapdalam janin
tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki;lakieka jumlah warisan
untuknya adalah sama dengan satu bagian warisamareglaki-laki. Namun
apabila disinyalir lebih dari seorang janin, makdak dapat ditentukan
bagiannya karena masih dalam proses praduga. Reruegpeda dinyatakan
oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i. Kedua imam ini migiki pendapat yang
sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akarekigsiswarisan sebesar

empat bagian anak laki-laki dan empat bagian amaknppuan. Sedangkan

19 sayyid Sabigep. cit, him. 450.



Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi amddmd kandungan
adalah dua bagian anak laki-l2ki.

Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaawlggat di kalangan
ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak daladukgan yang dapat
menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenaefdmgup anak yang
dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkberhak mendapat
warisan dengan batasan kelahiran yang sempurnakagertangisan atau
jeritan, atau harus sampai batas waktu menydsui.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui ipugskterdapat
perbedaan pendapat mengenai warisan anak dalamurigard dapat
ditemukan adanya persamaan tujuan yakni tetap adbagian waris bagi
anak yang masih dalam kandungan dengan bagianrogeayig tertentu.

Pendapat-pendapat para imam mazhab di atas muakganmemiliki
banyak perbedaan lagi manakala dipertemukan defigaim Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang kewarisan atadftim kandungan.
Menurut KUH Perdata, pengertian anak dalam kandungebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 adalah:

"Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuangghp

sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingsin anak

menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, diangdapla tidak
pernah ada™®

M penjelasan ini dapat dilihat dalam M. Jawad MughinjFigh Lima Mazhabterj. Afif
Muhammad, diterjemahkan dari judul asli “Al-FighdaMadzhab al-Khamsah”, Jakarta: Basrie
Press, 1994, him. 318-319.

12 Sebagaimana dijelaskan dal#sid. Lihat juga dalam Sayyid Salwip. cit, him. 449-450.

13 R. Subekti dan R. Tjitrosudibi&itab Undang-Undang Hukum Perdatiakarta: Pradnya
Paramita, 1999, him. 3.



Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bsbéerang anak
dalam kandungan telah dapat menerima warisan kaetatadianggap hidup.
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 836 yang maurtiah:

"Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal D Kiia supaya

dapat bertindak sebagai waris, seorang harus tatkh pada saat

warisan jatuh meluang?®

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwaaegoanak dalam
kandungan pada satu sisi dapat mendapatkan w&asana sudah dianggap
hidup. Namun di sisi lain, apabila kemudian bayisééut mati sewaktu
dilahirkan atau sebelum dilahirkan, maka secaramatis tidak akan
mendapatkan warisan.

Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan arakidandungan,
dalam KUH Perdata juga diatur mengenai legalitask aslalam kandungan
yang dapat menerima warisan. Pada dasarnya, kewdrégi anak didasarkan
pada keabsahan anak dalam suatu keluarga. Sebab Reésdiata tidak
memperbolehkan kewarisan bagi anak dalam kandung&bat dari
perzinahan. Meski tidak disebut secara langsungnaabentuk tekstual,
namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan Fé&alyang berbunyi sebagai
berikut:

“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas“inidak berlaku bagi anak-

anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan dahatiang-undang
hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”

“Ibid., him. 222.

5 Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan di atiata ketentuan-ketentuan
kewarisan bagi anak-anak di luar kawin yang telamgkat secara sah menurut undang-undang
yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasa@%3



Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal K888 Perdata
sebagai berikut:

“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah nenikhn jaminan nafkah
seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan pemnodaan darah, maka
anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk ometat warisan dari
bapak atau ibunya”

Namun demikian, tidak selamanya anak hasil peraimatidak
mendapatkan bagian waris menurut KUH Perdata. Aetaukgkinan bagi
anak dalam kandungan yang semula berstatus sebagki zinah untuk
menjadi ahli waris dengan syarat memenuhi ketertetentuan yang
diberlakukan dalam KUH Perdata. Hal ini sepereldigkan dalam Pasal Pasal
251 KUH Perdata sebagai berikit:

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebeluryfiag ke seratus

delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, ddpagkari oleh si

suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukiaam hal-hal
sebagai berikut:

le. jika si suami sebelum perkawinan telah mengetadkan

mengandungnya isteri.

2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahichbuat dan akta itu pun

telah ditandatanganunya atau, memuat pernyataamyadabahwa ia

tak dapat menandatanganinya.

3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Ketentuan dalam KUH Perdata di atas apabila dileykdin dengan
hukum Islam mengenai kewarisan maka akan terdagraegaan pandangan
dalam kedua produk hukum tersebut. Perbedaan térselalah mengenai
sebab-sebab legalitas kewarisan anak dalam kandurafasan bayi dalam

kandungan yang sah. Dalam KUH Perdata disebutkdmvdbaanak hasil

perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta darhray@ manakala terjadi

8 bid., him. 62-63.



pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islank, zna tidak berhak
dinasabkan kepada ayahnya, termasuk dalam hal. waisni sebagaimana

ditegaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu haditsaelgagai berikut:

“Dari Umar r.a bahwa seorang laki-laki telah meii'sterinya pada

masa Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersebhaka Nabi

SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemuksatb ranak

kepada ibunya”. (H.R. al-Bukhari)

Implikasinya, meskipun kemudian bayi tersebut mpatigpengakuan
dari pihak ayah, dalam konteks hukum Islam tetapa s&dak akan
mendapatkan hak nasab dari ayahnya.

Perbedaan pandangan dalam dua produk hukum di natggkin
sekilas tidak terlalu penting untuk di bahas. Narjkm dikaji dalam konteks
sosio-religius, perbedaan pandangan tersebut akamadh penting untuk
dibahas. Hal ini didasarkan pada kenyataan hukurg gda di Indonesia yang
mana umat Islam yang tinggal di wilayah Indonesaaub tunduk terhadap
produk hukum Indonesia, dalam hal ini adalah KUHdBE&. Apabila dalam
kasus di atas ditemukan perbedaan pandangan dénd@am Islam, maka
yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah lstaat harus semata-
mata tetap tunduk tanpa berusaha mengetahui Eg@roduk hukum positif
dalam pandangan hukum Islam? Apabila hal ini ddaiarmaka secara tidak
langsung umat Islam akan berada dalam kungkung&aniupositif dan

mengingkari keberadaan hukum Islam yang seharusmygadi hukum dasar

kehidupan umat Islam.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mésasaik untuk
melakukan sebuah penelusuran ilmiah tentang paadarykum Islam
terhadap produk hukum positif, khususnya masalaivakean. Untuk
merealisasikannya, maka penulis melakukan perelitgengan judul
“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dakemdungan menurut
Pasal 2 KUH Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian p@nulis
memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisaak adalam

kandungan yang sah menurut Pasal 2 KUH Perdata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisaak adalam
kandungan yang diakui menurut Pasal 2 KUH Perdata?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untulenjawab rumusan
masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujdan penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kisama anak dalam
kandungan yang sah menurut Pasal 2 KUH Perdata?

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kisam anak dalam
kandungan yang diakui menurut Pasal 2 KUH Perdata?.

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adsg¢hlgai berikut:
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1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah sanare penulis dalam
mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yandahte penulis
dapatkan selama belajar di institusi tempat pefgligjar.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambaham daedia
pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang abhhiv syakhsiyyah,
khususnya berkaitan dengan hal wamgaritg.

D. Kajian Pustaka
Kajian atau telaah pustaka, sebagaimana disebudedam buku

Sumadi Suryabrata adalah teori, konsep, maupunrg@&asi-generalisasi

yang dapat dijadikan landasan teoritis dalam selpgatelitian. Tujuan dari

adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adadain penelitian yang akan
dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan buk&ed& perbuatan coba-

coba frial and error). Sumber dalam kajian pustaka secara garis begsat d

dibedakan menjadi dua, yakni sumber acuan umunsuaiaer acuan khusus.

Sumber acuan umum adalah sumber kepustakaan yamgjbe& buku,

ensiklopedi, monograp dan sejenisnya. Sedangkarbesuracuan khusus

adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang ddgatvujud jurnal, bulletin
penelitian, tesis, disertasi dan laporan-laporasil @enelitian lainnya yang
memiliki relevansi dengan obyek yang akan ditéfitiBerdasar pada
pengertian tersebut, maka kajian pustaka dalam lipaneini juga akan

meliputi sumber acuan umum dan sumber acuan khusus.

7 Sebagaimana dijelaskan dalam Sumadi Suryabviemdologi PenelitianJakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995, him. 65-66.
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Sumber acuan umum yang akan digunakan sebagai aouan dalam
penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yaeguuul
Hukum Waris Islam (Lengkap dan Prakti®)alam buku tersebut dijelaskan
tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rhularis Islam. Sub
bahasan dalam buku tersebut yang memiliki kesamdamgan obyek
penelitian ini adalah terkait kewarisan bagi anakach kandungan dalam
perspektif ulama mazhab.

Keduag buku karya Sayyid Sabiq yang berjudiitth Sunnah Dalam
buku tersebut masalah waris menjadi salah satukpb&basan. Kewarisan di
bahas secara detail dalam buku tersebut, termasukenai kewarisan anak
dalam kandungan. Dalam membahas kewarisan bagidaiain kandungan,
buku tersebut juga membahas mengenai keabsahandalak kandungan
dalam perkembangan figih mazhab.

Ketiga buku karya Ahmad Rofig yang berjudeigh Mawaris Buku
ini memaparkan tentang penerapan hukum kewarisam Isli Indonesia.
Dalam pemaparannya dijelaskan tentang beberapatk&dwarisan dalam
hukum Islam seperti halnya kaidah kewarisan bagkasalam kandungan.
Selain itu juga dipaparkan mengenai penerapan hwkams di kalangan umat
Islam di Indonesia yang memiliki perbedaan dengaidah kewarisan dalam
Islam, seperti dalam hal besaran bagian yang satasaaahli waris laki-laki

dan perempuan.
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Beberapa sumber acuan umum di atas, nantinya akaulip jadikan
sebagai sumber referensi dalam pembuatan landasaitist terkait dengan
obyek penelitian ini. Pemilihan sumber acuan umuwmseut didasarkan
penulis pada adanya kesamaan antara materi dalatheswumum dengan
teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akarufie laksanakan.

Selain ketiga buku di atas, terdapat beberapa iianeljang telah
dilaksanakan dengan tema utama kewarisan. Penghgiaelitian tersebut di
antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Kun Noor Salimi, msiewa Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo (2195037) yang berjudstudi Analisis terhadap
Praktek Kewarisan Masyarakat Muslim Kecamatan Csauili Kota
Semarang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktekv&gsan di
masyarakat Candisari Kota Semarang kurang sesngadeketentuan dalam
hukum Islam Indonesia (KHI). Hal ini dikarenakanumsi masyarakat
terhadap ketentuan waris dalam KHI yang dipandaagigikan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahsun, mahasiswailkes Syari’ah
IAIN Walisongo (2101127) yang berjuddPengaruh Pondok Pesantren
terhadap Persepsi Masyarakat Wonolopo Mijen Senwr@mtang Hukum
Waris Islam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktekvagsan di
masyarakat Wonolopo Kecamatan Mijen menggunakans gsarental.
Sedangkan acuan praktek kewarisan didasarkan padaparsamaan sebesar

25%, konsep Islam 65%, dan kebijakan orang tua 10%.
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Dari kajian-kajian di atas penulis meneliti hal gaberbeda dan
spesifik tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam
Kandungan menurut KUH Perddta

E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupalareliian
kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif, sebagaama disebutkan oleh Lexy
J. Moleong karena penelitian ini bersifat untuk gembangkan teori,
sehingga menemukan teori baru dan dilakukan semgan kaidah non
statistik’® Sedangkan disebut deskriptif karena proses pemelini
semata-mata hanyalah akumulasi data kasar yangskdigsikan
(digambarkan secara utuh dan menyeluruh) tanpa perhcari hubungan
dua hal (korelasi), mengetes hipotesis maupun mantamalart?

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalarelipan ini
adalah pendekatan normatif yuridis. Dalam pendeketia norma-norma
hukum positif dipandang sebagai produk keputusgmikesan politik,
baik melalui proses legislatis atau yudisial se#tangdoktrinnya sendiri
dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisisabtiostract analisys

dari norma-norma positif it

18 Lexy J. MaleongMetode Penelitian KualitatifBandung: Remaja Rosda Karya, 2002,
him. 75.

9 Sebagaimana dijelaskan dalam Sumadi Suryatmptagit, him. 18-19.

2 Bambang Sunggondyletodologi Penelitian HukumJakarta: Raja Grafindo Persada,
1998, him. 91-92.



14

2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagnjedi dua
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan dipérdésgsung dari
sumber data tersebtlt.Dalam penelitian ini, data primernya adalah
KUH Perdata.
b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang mlateer dan
diperoleh tidak dari sumber prim&rData sekunder dalam penelitian
ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang mensbabatang
kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengas bayi anak
dalam kandungan. Sumber data sekunder dalam panelang akan
dilaksanakan ini di antaranya adalah sebagai beriku
1) Buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yangjuzkr
Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)

2) Buku karya Sayyid Sabiq yang berjudridjh al-Sunnah

3) Buku karya Ahmad Rofiq yang berjudtiigh Mawaris
Dan buku-buku lain yang terdapat kajian mengenaisaa bagi
anak dalam kandungan maupun mengenai hukum kewdsisam
secara umum.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian litemmgka metode

pengumpulan data yang digunakan adalah metode tidias. Pengertian

2L saifudin AzwarMetodologi PenelitianY ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, him. 91
22 Sutrisno HadiMetodologi Research Jilid ¥ogyakarta: Andi Offset, 1993, him. 11.
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dari metode kepustakaan adalah metode pengumpudda dengan
mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustkentu. Dalam
penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi selubutku atau jurnal yang
membahas tentang mawaris serta KUH Perdata sebag#ier primer

penelitian.

. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggmaketode
analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adaproses analisis yang
akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidadlititif. Kaidah
deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakuerhadap seluruh
data yang telah didapatkan dan diolah dan kemutaail analisa tersebut
disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah itdtifal adalah
bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan unarigembangkan teori
dengan jalan membandingkan teori bandingan dengarant untuk
menemukan teori baru yang dapat berupa penguatsadtgp teori lama,
maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa meaggno rumus
statistik®?

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah lema data yang
dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh kuntengembangkan
dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tetsdlsajikan secara

keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

41

% Sudarwan DanimMenjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, him.
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F. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksan&idragi menjadi
tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, an@n nota
pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyatedaman motto,
halaman persembahan, kata pengantar, abstrak; idafta

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari pearulisi. Bagian ini
terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagé#kider

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi ldtalakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajiangiastmetodologi penelitian,
dan sistematika penulisan.

Bab Il, yakni Tinjauan Umum tentang Kewarisan Andklam
Kandungan Menurut Hukum Islam. Bab ini menjelaskaori tentang
kewarisan yang mencakup penjelasan mengenai pamgedasar hukum,
rukun dan syarat kewarisan, hal-hal yang menyelmmbkaeorang menerima
waris, hal-hal penghalang warisan, dan khilafiyddima tentang kewarisan
anak dalam kandungan.

Bab Ill, yakni Gambaran Umum Kewarisan Anak dalasn#ungan
menurut KUH Perdata. Bab ini akan menjelaskan megigBengertian dan
Klasifikasi Anak dalam Kandungan, Batasan Keabsalarak dalam
Kandungan, Pembagian Kewarisan Anak dalam Kandumgamurut KUH

Perdata.
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Bab IV yakni Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewamnigamak dalam
Kandungan menurut KUH Perdata. Bab ini mencakupalian Hukum Islam
terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Yang SaturneKUH Perdata
dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan AnakamaKandungan

Yang Diakui menurut KUH Perdata.

Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulaaran-saran, dan
penutup.
Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian aldng isinya

meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dargbédi penulis.



